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ABSTRAK

NURUL RAHMADINA, 14.833.0134, Prosedur Perhitungan, Pemotongan dan
Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Angkutan Darat Sesuai
withholding system Pada Perum BULOG Kantor Subdivre | Medan (2017)

Penelitian dilakukan pada Perum BULOG subdivre | Medan, jalan sisingamangaraja
Km 10,2, Medan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan,
pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa angkutan darat
pada Perum BULOG subdivre | Medan. Metode yang dilakukan dalam menganalisis
data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif,
dimana suatu metode analisis atas data-data yang dikumpulkan, diklasifikasikan,
dianalisis, dan diintepretasikan secara objektif sehingga memberikan informasi dan
gambaran mengenai topik yang akan dibahas. Dari hasil penelitian menunjukkan
bahwa Prosedur Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh)
Pasal 23 atas Jasa Angkutan Darat Sesuai withholding system Pada Perum BULOG
Kantor Subdivre | Medan telah baik, hal ini dapat dilihat dengan adanya bukti
pemotongan, SSP dan SPT . jadi dapat dipastikan bahwa segala bentuk
penyelewengan yang terjadi akan cepat diketahui dengan adanya bukti-bukti tersebut.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, Sewa Angkutan
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak
atas objek pajak yang dimilikinya dan diserahkan pada pemerintah sebagai
sumber penerimaan Negara. Salah satu sumber penerimaan Negara yakni
pajak penghasilan telah memberikan kontribusi terbesar dalam pembangunan
di Negara ini.

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri serta
bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari
modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah
dipotong PPh Pasal 21; meliputi dividen, royalty, hadiah dan penghargaan,
sewa, penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa
tertentu.

Bulog merupakan perusahaan yang menangani komoditas beras.
Sedangkan komoditas lain yang dikelola semana ini dilepaskan ke mekanisme
pasar. Arah Pemerintah mendorong Bulog menuju suatu bentuk badan usaha
mulai terlihat dengan terbitnya Keppres No. 29 Tahun 2000 tersebut, tugas
pokok Bulog adalah melaksanakan tugas Pemerintah di bidang manajemen
logistic melalui pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga
beras (mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah — HPP), serta usaha jasa

logistic sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Pada saat beras di distribusikan kepada masyarakat memerlukan kendaraan
yang mana kendaraan ini menyewa jasa dari perusahaan lain. Dimana pada
saat menyewa itu terjadinya perbedaan plat kuning dan plat hitam. Plat kuning
menandakan kepunyaan umum yang tidak dikenakan PPN, sedangkan plat
hitam menandakan milik pribadi yang dikenakan Pajak Penghasilan 23 dan
PPN.

Dari uraian latar belakang diatas penulis melakukan penelitian tentang
perbedaan plat, sehingga peneliti mengambil judul skripsi : “Prosedur
Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal
23 atas Jasa Angkutan Darat Sesuai Withholding System Pada Perum

Bulog Kantor Subdivre I Medan”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya maka
akan terjadi perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :
“Bagaimana perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh pasal 23 atas

jasa angkutan darat pada Perum Bulog Kantor Subdivre | Medan ?”.

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian “untuk mengetahui perhitungan, pemotongan dan
pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa angkutan

darat”.
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D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai

berikut :

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat mendalami pengetahuan dan
wawasan peneliti khususnya mengenai PPh pasal 23 terhadap jasa
angkutan.

2. Bagi pembaca dan pihak lainnya, sebagai bahan referensi dan sumber

informasi dalam melakukan penelitian sejenis berikutnya.
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A. Pajak

BAB Il
LANDASAN TEORI

1. Pengertian Pajak

Resmi (2009:1) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat

kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan)

dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung

dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran

umum.

5.

Waluyo (2013:3) menyatakan bahwa pajak memiliki ciri-ciri yaitu:
Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta  aturan
pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya
kontraprestasi individual oleh pemerintah.

Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah.

Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang
bila pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk
membiayai public investment.

Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter yaitu mengatur.

Sedangkan pajak menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan
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adalah konstirbusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Apabila ditelaah lebih dalam ternyata di dalam definisi pajak
tersebut mengandung maksud:

a. luran yang dapat dipaksakan, dimana pemerintah dapat memaksa wajib
pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Kelalaian dan
pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak dapat dikenakan
hukuman (sanksi) berupa sanksi administrasi maupun pidana.

b. Setiap wajib pajak yang membayar iuran/pajak kepada Negara tidak
langsung diperoleh wajib pajak berupa pelayanan pemerintah dan hasil
pembangunan yang ditujukan untuk seluruh masyarakat.

2. Pengertian Penghasilan dan Pajak Penghasilan
a. Penghasilan
Menurut Supramono dan Damayanti (2010:37), penghasilan
merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau
diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari
luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk
menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan

dalam bentuk apapun (Pasal 4 Ayat 1 UU PPh Tahun 2008).
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b. Pajak Penghasilan

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan
Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan
penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.
Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau
memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau
memperoleh penghasilan, dalam Undang-undang PPh disebut Wajib
Pajak. Wajib dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau
diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak
untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak
subjektifnya  dimulai  atau  diakhir dalam tahun  pajak

(Mardiasmo,2011:135).

B. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Menurut Mardiasmo (2011: 235), ketentuan dalam Undang-Undang Pajak
Penghasilan Pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang
diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang
berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain
yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk
dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah,
subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap,

atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
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Supramono dan Damayanti (2010:85) menegaskan bahwa PPh pasal 23
adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh
wajib pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan), serta bentuk usaha tetap
dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari modal, penyerahan
jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21,
meliputi deviden, royalty, hadiah dan penghargaan, sewa, penghasilan
sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa tertentu.

Pasal 23 Ayat (1) Huruf ¢ Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa penghasilan
berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa
konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dikenakan tarif sebesar dua persen
dari penghasilan bruto. Dalam hal wajib pajak yang menerima atau
memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak memiliki
Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi
seratus persen dari pada tarif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

1. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23
Sifat dari PPh Pasal 23 adalah pemotongan, dalam arti penerima
penghasilan yang dikenai PPh Pasal 23 dipotong terlebih dahulu Pajak

Penghasilan Pasal 23 oleh pemberi penghasilan. Pemotong Pajak

Penghasilan Pasal 23 terdiri dari:

a. Badan pemerintah.

UNIVERSITAS MEDAN AREA



b. Subjek pajak badan dalam negeri.

c. Penyelenggara dalam negeri.

d. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

f. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk
oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong Pajak
Penghasilan Pasal 23; akuntan; arsitek; dokter; notaris; Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali PPAT tersebut adalah camat,
pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas; serta orang
pribadi yang menjalankan usaha yang menjalankan pembukuan atas
pembayaran berupa sewa.

2. Objek dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan tarif pajaknya, objek PPh Pasal 23 dibedakan menjadi

dua, antara lain:

a. Objek pajak yang dikenakan tarif 15% dari jumlah bruto. Objek pajak
yang dikenakan tarif tersebut terdiri dari:

1. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen
dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian
sisa hasil usaha koperasi.

2. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan
pengembalian utang.

3. Royalti.
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4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, selain yang telah
dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21.

b. Objek pajak yang dikenakan tarif 2% dari jumlah bruto, tidak termasuk
Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Objek pajak yang dikenakan tarif ini
terdiri dari:

1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta,
kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan
harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 Ayat (2).

2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa
konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain, selain jasa yang telah
dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21. Jasa lain terdiri dari:

a) Jasa penilai (appraisal);

b) Jasa aktuaris;

c) Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;

d) Jasa perancang (design);

e) Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan
gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha
tetap (BUT);

f) Jasa penunjang di bidang penambangan gas;
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g) Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan
selain migas;

h) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;

i) Jasa penebangan hutan;

J) Jasa pengolahan limbah;

k) Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services);

I) Jasa perantara dan/atau keagenan;

m) Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang
dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI;

n) Jasa custodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan
oleh KSEI;

0) Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;

p) Jasa mixing film;

g) Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk
perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan;

r) Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air,
gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh wajib
pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan
mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha
konstruksi;

s) Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan,
listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat

transportasi/kendaraan, dan/atau bangunan, selain yang
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dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang
konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai
pengusaha konstruksi;

t) Jasa maklon;

u) Jasa penyelidikan dan keamanan;

v) Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;

w) Jasa pengepakan;

X) Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa,
media luar ruang, atau media lain untuk penyampaian
informasi;

y) Jasa pembasmian hama;

z) Jasa kebersihan atau cleaning service;

aa) Jasa catering atau tata boga.

Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan
tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif
pemotongan adalah lebih tinggi seratus persen dari pada tarif normal.

3. Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23
1. PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran,
disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo pembayarannya,
tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
2. PPh Pasal 23 disetor oleh Pemotong Pajak paling lambat tanggal

sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak.
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3. SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling
lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh
Pasal 23 bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur
nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja
berikutnya.

4. Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Berikut ini adalah penghasilan yang dikecualikan dari PPh Pasal 23,
baik untuk PPh Pasal 23 yang dikenakan tarif 2% maupun yang dikenakan
tarif 15%.

a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.

b. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna
usaha dengan hak opsi.

c. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan
terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, BUMN, atau
BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan
berkedudukan di Indonesia dengan syarat:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.

2. Bagi perseroan terbatas serta BUMN dan BUMD yang menerima

dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen
paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

d. Dividen yang diterima oleh orang pribadi.
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e. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham,
persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.

f. Pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif (KIK).

g. Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan oleh koperasi
kepada anggotanya dan bunga simpanan yang tidak melebihi jumlah
sebesar Rp. 240.000,00 setiap bulannya yang dibayarkan oleh
koperasi.

h. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa
keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau

pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

C. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 salah satunya adalah
Withholding System. Withholding System adalah sistem pemungutan pajak
yang memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk
memotong dan memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
Pihak ketiga disini adalah PT. Jasa Prima Logistics (JPLogistik).

PT. Jasa Prima Logistics adalah anak perusahaan dari Perum Bulog yang
melakukan usaha di bidang Freight Forwarding, Warehousing dan Project
Shipment, Jasa logistik dan angkutan serta usaha pendukung lainnya untuk
menghasilkan barang dan/jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat,

baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia untuk mendapatkan
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keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan tetap menerapkan
prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Dengan berbekal pengalaman menunjang
kegiatan Bulog baik untuk pendistribusian beras maupun pengelolaan gudang
dan komoditi lainnya, maka memberikan nilai tambah bagi JPLogistik untuk

memberikan pelayanan bagi pelanggan di luar Perum Bulog.

D. Pengertian dan Fungsi Jasa Angkutan Darat
1. Pengertian Jasa Angkutan Darat
Transportasi diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari
tempat asal ke tempat tujuan. Proses pengangkutan merupakan gerakan
dari tempat asal, dari mana kegiatan angkutan dimulai, ke tempat tujuan,
kemana kegiatan pengangkutan diakhiri. Peranan transportasi sangat
penting untuk saling menghubungkan daerah sumber bahan baku, daerah
produksi, daerah pemasaran dan daerah pemukiman sebagai tempat tinggal
konsumen. Unsur-unsur transportasi meliputi :
1. Ada muatan yang diangkut
2. Tersedia kendaraan sebagai pengangkutnya
3. Ada jalanan yang dapat dilalui
4. Ada terminal asal dan terminal tujuan
5. Sumber daya manusia dan organisasi atau manajemen Yyang
menggerakkan kegiatan transportasi tersebut.
Sistem transportasi dari suatu wilayah dapat didefinisikan sebagai

suatu sistem yang terdiri dari prasarana/sarana dan sistem pelayanan yang
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memungkinkan adanya pergerakan ke seluruh wilayah, sehingga (Santoso,
1996:1): terakomodasinya mobilitas penduduk, dimungkinkan adanya
pergerakan barang, dimungkinkan akses ke semua wilayah.

Pengangkutan memberikan jasa kepada masyarakat, yang disebut jasa
angkutan. Jasa angkutan merupakan keluaran (output) perusahaan
angkutan yang bermacam-macam jenisnya sesuai banyaknya jenis alat
angkutan (seperti jasa pelayaran, jasa kereta api, jasa penerbangan, jasa
angkutan bus dan lain-lain). Sebaliknya, jasa angkutan merupakan salah
satu faktor masukan (input) dari kegiatan produksi, perdagangan, pertanian
dan kegunaan lainnya (Nasution, 2003:16).

PMK 80/PMK.03/2012 Pasal 3 ayat (1) Jasa angkutan umum di darat
terdiri dari jasa angkutan umum di jalan dan jasa angkutan kereta api.
Menurut PMK 80/PMK.03/2012 Pasal 3 ayat (2) Jasa angkutan umum di
jalan merupakan kegiatan pemindahan orang dan/atau barang suatu tempat
ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan Angkutan Umum di ruang
lalu lintas jalan, dengan dipungut bayaran.

Pengertian angkutan umum sendiri adalah kendaraan bermotor yang
digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang yang disediakan untuk
umum dengan dipungut bayaran baik dalam trayek atau tidak dalam
trayek, dengan menggunakan tanda nomor kendaraan dengan dasar kuning
dan tulisan hitam.

Dengan demikian, batas jasa angkutan umum di jalan yang dikenai

PPN dan yang tidak dikenai PPN adalah dari tanda nomor kendaraannya.
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Apabila tanda nomor kendaraan dengan dasar kuning dan tulisan hitam,

maka jasa angkutan umum di jalan yang menggunakan tanda nomor

kendaraan tersebut tidak dikenai PPN. Sebaliknya, apabila jasa angkutan

umum di jalan tidak menggunakan tanda nomor kendaraan dengan dasar

kuning dan tulisan hitam, maka jasa angkutan umum tersebut dikenai PPN.
2. Fungsi Angkutan Darat

Pengangkutan berfungsi sebagai faktor penunjang dan perangsang
pembangunan (the promoting sector) dan pemberi jasa (the service sector)
bagi perkembangan ekonomi. Fasilitas pengangkutan harus dibangun
mendahului proyek-proyek pembangunan lainnya. Perluasan dermaga di
pelabuhan didahulukan daripada pembangunan pupuk yang akan
dibangun, guna melancarkan pengiriman peralatan pabrik dan bahan baku
serta penyaluran hasil produksi ke pasar setelah pabrik beroperasi
(Nasution, 2003 : 19).

Transportasi manusia atau barang biasanya bukanlah merupakan
tujuan akhir, tetapi hal itu dilakukan untuk mencapai tujuan lain, oleh
karena itu, permintaan atas jasa transportasi disebut sebagai permintaan
turunan (derived demand) yang timbul akibat adanya permintaan akan
komoditi atau jasa lain.

Pada dasarnya permintaan atas jasa transportasi diturunkan dari
(Morlok, 2000 : 452) :

e Kebutuhan seseorang untuk berjalan dari satu lokasi ke lokasi lainnya

untuk melakukan suatu kegiatan (misalnya bekerja, sekolah).
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e Permintaan akan angkutan barang tertentu agar tersedia di tempat yang
diinginkan.

Untuk menunjang perkembangan ekonomi yang mantap perlu dicapai
keseimbangan antara penyediaan dan permintaan angkutan. Jika
penyediaan jasa angkutan lebih kecil daripada permintaannya, akan terjadi
kemacetan arus barang dan penumpang yang dapat menimbulkan
kegoncangan harga di pasaran. Sebaliknya, jika penawaran jasa angkutan
melebihi permintaannya maka akan timbul persaingan tidak sehat yang
akan menyebabkan banyak perusahaan angkutan rugi dan menghentikan
kegiatannya, sehingga penawaran jasa angkutan berkurang, selanjutnya
menyebabkan ketidaklancaran arus barang dan

3. Fungsi Transprotasi Dalam Perekonomian dan Pembangunan

Menurut definisinya, transportasi berarti kegiatan memindahkan
atau mengangkut barang dan orang dari suatu tempat asal ke tempat tujuan
(Origin-Destination Travel). Barang yang diangkut adalah untuk
memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat (konsumsi) atau barang yang
dimaksud digunakan sebagai bahan baku untuk meng-hasilkan produk
akhir (produksi). Sedangkan orang yang menggunakan jasa transportasi
adalah untuk bekerja, berdagang, menghadiri pertemuan/diskusi, atau
melakukan kegiatan lainnya. Kegiatan transportasi terkait erat dengan
kegiatan-kegiatan sektor lainnya. Kegiatan transportasi digunakan untuk
membantu kegiatan sektor lain. Transportasi dikatakan sebagai fasilitas

yang membantu (supporting facility) sektor-sekttor lain, yang berarti
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transportasi itu mempunyai fungsi yang sangat penting dan strategis dalam
perekonomian dan pembangunan. Fungsi utama transportasi ada dua,
yaitu:

(1) sebagai penunjang (servicing facility)dan

(2) sebagai pendorong atau pendukung (promoting facility)

Pertama, transportasi berfungsi sebagai penunjang(servicing
facility) dimaksudkan jasa transportasi itu melayani pengernbangan
kegiatan sektor-sektor lain yaitu sektor-sektor pertanian, industry
perdagangan pendidikan, kesehatan, pariwisata, transmigrasi dan lainnya.
Contoh pembangunan prasarana/jalan yang mulus dan tersedianya sarana
angkutan yang cukup, akan dimanfaatkan untuk mengangkut berbagai
komoditas hasil pertanian dari daerah pedesaan ke pasar-pasar di
perkotaan secara lancar dan tepat waktu sampai kepada konsumen,
sehingga harganya tinggi, hal ini menguntungkan pihak pedagang dan
petani produsen. Selanjutnya petani produsen akan meningkatkan
produksinya, dan pedagang akan bertambah besar volume kegiatannya.

Pembangunan prasarana dan sarana transportasi akan menunjang
pengernbangan kegiatan sektor pertanian dan sektor perdagangan. Contoh
lain, jasa transportasi mengangkut bahan baku dari sumber bahan baku,
dikirim ke lokasi pabrik/industri, setelah diolah menjadi produk akhir
didistribusikan ke berbagai daerah permasaran, maka dapat dikatakan
bahwa jasa transportasi menunjang pengernbangan kegiatan sektor

industri. Demikian pula dalam sektor pendidikan dan sektor kesehatan,
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tersedianya prasarana jalan menuju ke daerah-daerah pedesaan, maka
pelayanan pendidikan dan kesehatan dapat dilaksanakan ke seluruh daerah
pedesaan yang tersebar di seluruh wilayah tanah air. Jasa transportasi
dapat pula menunjang pengernbangan kegiatan sektor pariwisata dan
sektor transmigrasi, melalui pelayanan pengangkutan para wisatawan
menuju ke dan dari obyek wisata, serta pengangkutan.

Para transmigran dari daerah asalnya menuju ke daerah
transmigrasi. Contoh-contoh di atas menunjukkan pelaksanaan fungsi
transportasi sebagai fasilitas yang melayani kegiatan sektor-sektor lain,
sebagai sektor penunjang yang melayani pengembangan kegiatan-kegiatan
di luar sektor transportasi.

Kedua, transportasi berfungsi sebagai pendorong pembangunan
(promoting facility), dimaksudkan bahwa pengadaan/pembanganan
fasilitas (prasarana dan sarana) transportasi diharapkan dapat mem-bantu
membuka keterisolasian, keterpencilan, keterbelakangan daerah-daerah
serta daerah-daerah perbatasan. Daerah terisolasi adalah daerah yang
belum terjangkau oleh pelayanan transportasi, karena belum tersedia
fasilitas transportasi, meskipun letaknya tidak jauh dari pusat
kegiatan/pelayanan. Daerah terpencil adalah daerah yang terletak sangat
jauh dari pusat kegiatan/pelayanan dan tidak terjangkau oleh pelayanan
transportasi. Daerah terbelakang adalah daerah yang tidak berkembang,
tingkat kesejahteraannya rendah, karena tidak memiliki sumberdaya

ekonomi yang unggul atau/dan ketersediaan fasilitas transportasi yang
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terbatas. Daerah perbatasan adalah daerah-daerah yang terletak paling
depan atau paling luar berhadapan dengan negara-negara tetangga,
umumnya potensi sumberdaya ekonominya dan ketersediaan fasilitas
transportasinya terbatas, kemampuan sumberdaya manusianya (penduduk
lokal) lemah, bahkan banyak di antara pulau-pulau kecil yang terletak di
perbatasan tidak berpenghuni. Pembangunan prasarana dan sarana
transportasi serta penyediaan pelayanan jasa transportasi menuju ke dan
dari daerah-daerah terisolasi, terpencil, terbelakang dan daerah perbatasan,
maka diharapkan dapat membuka aksesibilitas, memperluas hubungan jasa
distribusi (jasa perdagangan dan jasa transportasi) dengan daerah-daerah di
luar, meningkatkan mobilitas penduduk, dan, selanjutnya dapat
mendorong peningkatan produksi dan produktivitas, meningkatkan
kemampuan penduduk lokal, meningkatkan pemasaran produk lokal, yang
pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
mengurangi tingkat kesenjangan antar daerah.

Unsur penunjang, Sistranas berfungsi menyediakan jasa
transportasi yang efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan sektor-
sektor lain sekaligus juga berfungsi ikut menggerakkan dinamika
pembangunan nasional serta sebagai industri Jasa yang dapat memberikan
nilai tambah. Sebagai unsur pendorong, Sistranas berfungsi menyediakan
jasa transportasi yang efektif dan efisien untuk menghubungkan daerah
terisolasi dengan daerah berkembang yang berada di luar wilayahnya,

sehingga terjadi pertumbuhan perekonomian yang sinergis.
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BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi, dan Jadwal Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah
penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable
atau independen tanpa membuat perbandingan atau menghitung dengan variable yang
lain.
2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Perum Bulog Kantor Subdivre Medan di Jl.
Sisingamangaraja Km. 10,2. Penelitian akan dimulai pada bulan September 2016
sampai dengan Januari 2017.
3. Jadwal Penelitian

Rencana kegiatan penelitian ini dapat penulis gambarkan melalui matriks jadwal

penelitian berikut ini:

21
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Table 3.1
Jadwal Penelitian
2016 2017
No Kegiatan
Aug | Sept | Okt | Nov | Feb Mei Juni
1 Mengajukan Judul
skripsi
) Pembuatan
Proposal
3 Bimbingan
Proposal

4 | Seminar Proposal

Pengumpulan
5 | Data dan Analisis
Data

Penyusunan dan
Bimbingan Skripsi

7 | Seminar Hasil

8 | Sidang Skripsi

sumber : Penulis 2017

B. Definisi Operasional
Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah:
Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan

yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan),
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serta bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang berasal dari
modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah
dipotong PPh Pasal 21, meliputi dividen, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa,
penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa tertentu. PPh

pasal 23 ini menangani tentang sewa jasa angkutan darat.

C. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data kualitatif.
Menurut Sugiono (2008) “Data kualitatif adalah informasi yang berasal dari
penelitian berupa data, skema, dan gambar”.
2. Sumber Data
Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah Data Sekunder, yaitu sumber
data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara
yang umumnya berupa bukti atau laporan historis yang telah tersusun dalam
dokumen yang berhubungan dengan PPh Pasal 23.
Maka dalam penelitian ini yang menjadi datas ekunder yaitu data yang
dikumpulkan atau diperoleh langsung dari lapangan melalui pengamatan dan

wawancara pada Perum Bulog Kantor Sub Divre | Medan.
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D. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk

melengkapi skripsi yaitu :

a) Wawancara, Untuk memperoleh informasi tambahan dalam proses penulisan
skripsi ini, akan dilakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang
berwenang sehingga data dan informasi yang diperoleh lebih akurat.

b) Dokumentasi, yaitu catatan data yang berkaitan dengan PPh Pasal 23 dengan
melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan

penelitian.

E. Teknik Analisis data
Analisis dilakukan dengan pendekatan teori yang berikatan dengan

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yaitu melalui :

a) Pengumpulan data yang diambil langsung dari Perum BULOG Subdivre |
Medan

b) Data tersebut diperiksa kelengkapannya semuanya seperti Surat
Pemberitahuan (SPT), Surat Setoran Pajak (SSP), Faktur Pajak, dan Bukti
Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

c) Tahap pengujian, dimana tahap ini akan menguji validitas dari

pengumpulan data tersebut.
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BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN PAJAK - 200000

BANK RAKYAT INDONESIA

Kode Cab. : 0336 Kode KPPN : D04

Tanggal Jam Bayar 1 O712/2015 10:45:53  Transaksi Bank : 1512076888068

Tanggal Jam Online - 071272015 10:45:53 NTPN : D615020912121304

Tanggal Lapor . 0711272015 Janis Pelayanan : Taller / 0336057

identitasy : 03.284.263.5-051 000

Nama - JASA PRIMA LOGISTIK BULOG

Alamat - GD.PERUM BULOG | JLJEND.GATOT SUBROTO KAV .48

Kota : JAKARTA SELATAN

Mata Anggaran dan : 411211 - 900 PPN Dalam Neger

Janis Sator

Masa Pajak 11-11-2015

Jumilah Setoran . Rp. 37,250,885.00 Mata Uang : IDR

Terbilang - TIGA PULUH TUJUH JUTA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU DELAPAN
RATUS DELAPAN PULUH LIMA RUPIAH

No Referensi : 000000000000000

- Validasl Bank
03.284263.5.051.0000 JASA PRIMA LOGISTIK BULOG 0000411211 8001111 37250885

1207104553 07122015 07122015 0615020912121304 151207888068 791879000336 004
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_ Faktur Pajak
dan Nomor Serl Faktur Pajak : 030.003-15.94343315

rPlnqunhlm:Plilh
Nama : PT JASA PRIMA LOGISTIK BULOG

Alamal : GO.PERUM RULOG | JLJEND.GATOT BUBROTO KAV.48 | JAKARTA SELATAN
NPWP : D3.284.263.5-051.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : PERUM BULOG

Alamat : JI. Jenderal Gatol Subroto Kav. 49 Jakarta Selatan MumnHTﬂRWﬂxmpnTm Kec.Setiabudi
Kota/ab.Jakara Seiatan DKI Jakarta 12950

PWP : 01.003.148.2-051.000

No. Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak i 7 e o

' :;;_gqs;:;a . 1 372.508.853,00
Harga Jual / Penggantian 372.508.853,00
Dikurangi Potongan Harga 0.00
Dikurangi Uang Muka
Dasar Pengenaan Pajak 372.508.853,00
PPN = 10% x Dasar Pangenaan Pajak 37.250.885,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) 0,00

dengan kstentusn yeng berdaky, Diekicr! Jendersl Pajak mengeiur batwa Faktsr Pajak inl lelah deandstangeni secems slekionk sahingga tdak

JAKARTA SELATAN, 10 November 2015

Anghkutan Raskin Pamko Madan, Kab. Langkal Dall Serdang, dan Kab. Sergel, S0 Medan
4.120.770 Kg Bruto
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Dt drtane dygn M Brdod Wil Foped pareyg el
HAMA WP : PT. JASA PRIMA LOGHETIE BULDA
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Pembaysren PPN Atas Falrtur Mo | 030.003-15. 94343234
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BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN PAJAK - 200000

BANK RAKYAT INDONESIA

Koode Cab. : 0336 Kode KPPN : D04
Tanggal Jam Bayar - 07/12/2015 10:47:52 Transaksi Bank : 151207888165
Tangga! Jam Oniine : OTM/A0E 10:47:62 NTPN : 11060107T07080103
Tanggal Lapor - 07TN272015 Jenis Pelayanan : Tellor / 0336057
Identitass : 03.284.263.5-051 000
Nama : JASA PRIMA LOGISTIK BULOG
Alamal - GD.PERUM BULOG | JLJEND.GATOT SUBROTO KAV.49
Kata : JAKARTA SELATAN
Mata wn dan - 411211 - 900 PPN Dalam Negeri
Janis 3
Masa Pajak :11-11-2016
Jumlah Setoran : Rp. 15.934,881.00 Mata Uang s IR
Terbilang . LIMA BELAS JUTA SEMBILAN RATUS TIGA PULUH EMPAT RIBU

DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH SATU RUPIAH

Mo Refarensi + 0O0000000000020

Diterima oleb . BRI
T'THEWF_ ,

07 DFC 205 oI 33

& i ..

Validasi B-'lk

03.284263.5.051.0000 JASA PRIMA LOGISTIK BULOG M'HE‘H &001111 159:34“1
1207104752 07122015 07122015 1108010707080103 151207888165 782211000338 004
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KANTOR WILAYAH A rED :
¥ " (041 M5S0
e : - - Facsimie
) -
Nomor - 18-12-2015 15:%
(LG =5 .DIVIST FEGIONAL 1 FEDSH
g : 1. SIETGAHGARATA WY 10,2 TIMERRG DEL]
| .
1 e 55 Pagal 23726
‘ajak :
.,-} kusiang Bayar
i1i= 5.0%3.301 .00/10R
tople1: 12 ¢ Normal
Diterisa langsung. (Lokal)
Tol. Toriza ¢ 1A-12-201%
PDIP 3. 16 - 96
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=
. . ‘ Lembar lor-] mntek : Wajib Pajsic
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Lembar ke-3 watak ; Kastor Pelayanan Fajak
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Lembar ke-3 untuk : Prmotong Pajak
KANTOR PELAYANAN PAJAK
KPP MADYA MEDAN
1. NPWP of[3] [2]s]4 NOE 5]-|o]s
2. Nama WP PlT JIAls]|A PRIHP L K| |ejujL]ole
3. Alamat JlL JIEIN|DIR]|A]L QlA|ITIO T|O KIAIV].|4]8

1 0 [i]
| 1 |Bunga®*) 0 1500 % 0
3 |Royalti 0 15,00 % 0
4. |Hadiah dan penghargasn 0 1500 % 0
% |Sews dan Penghasilan lain
| schubungan dengan
penggunaan harta **) 372508853 .00 % 7.450.177
6 [Jasa Teknik, Jasa Manajemen,
Jass Konsaltansi dan Jasa Lain
sesuni PER-TO/PL2007 : .
& Jasa Teknik (i} .00 % 0
b. Jasa Manajemen (3] 2.00 % 0
c. Jasa Konsultan 0 2,00 % 0
. Jasa luin:
1 0 1,00 % 0
n 0 1,00 % 0
3) 0 1,00 % 0
4) o 2,00 % 0
5) 0 100 % 0
6) 0 1,00 % 0
- -,
JUMLAH 372.508.653 7.450.177
Terbilang: Tujuh Juta Empat Ratus Uma Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah

MEDAN, 30 Nopember 015
Perhatian:

1. Jumish Pajak Penghasilan Pasal 13
yang dipotong di atas merupakan

Angsuran atas pajak Penghasilan yang NPWP
terutang untuk tahun pajak yang

bersanghutan. Simpaniah bukti NamaWP : |PIE|R|UIM BljujL|OC|G sjujsB DlI]|VIR

pemotongan ini baik-baik untuk

diperhitungkan sebagai kredit pajak
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah -

apabila diisi dengan lenghap dan

benar.
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*) Tidak termasuk dividen kepads WP Orang Pribedi dalam negeri
e m-uﬂﬂofﬂhﬁi-‘ - IMELDA PANGARIBUAN
" K

o K INPYERSITASMED AN AREA KAS1 AKUNTANSI
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o s . l*:;“:“m -
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ~ Lembar ke mntak : Kastor Pelayssan Pajak
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak
KANTOR PELAYANAN PAJAK
KPP MADYA MEDAN

NPWPR 013 2|84 2|/8]3 ﬂl-ﬂi‘l 0jojo
Nama We T JIAIS|A Pﬂlllt L'D'I:-IIE_TJ‘K BjUujL|O|G
Alamalt JjL JIEIN|D[R|A|L GIAIT|O|T sjuiBirjo|T]O K|A|V 4|9

T 0 o
. |Bunga %) 0 15,00 % 0
. [Royalti 0 15,00 % 0
- |Hadish dan penghargasn 0 15,00 % 0
- |Sewa dan Penghasilan lain
schubungan dengan
Egunasn harta **) 159.348.811 100 % 3.186.975
Jasa Teknik, Jasa Mansjemen,
Jasa Kensultansi dan Jasa Lain
sesuai PER-T0/PJ2007 : S |
o Jasa Teknik 0 2,00 % 0
b, Jasa Manajemen 0 200 % 0
c. Jasa Konsultan o .00 % 0
id. Jazs lain:
1) o 00 % 0
2 0 .00 % o
3) o 00 % i}
4) ' 0 2,00 % 0
5) 0 00 % 0
G) 0 100 % 1]
I--}
JUMLAH 159.348.811 3.186.975
fang: Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembitan Ratus Tiguh Puluh Lima. Rupiah

= 3o 20
timn: MEDAN, Nopember 15
irmlah Pajak Penghasilan Pasal 23 3
ang dipotong di atas merupakan Pemoteng hl__'_'h'
ngsuran stas pajak Penghasilan yang | pppp : (o] olo]s 1]4]8] [2]-
rasnghuton. Skmpaniad bostl Nemawe : [PTE[RIUM]| [8]u[L[o[a] [[ule] [6]1]V]r
rmotongan ini baik-baik untuk
perhitungkan sebagai kredit pajak

ukti Pemotongan ini dianggap sab ’
pabila diisi dengan lengkap dan
ar,
" Tldak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri
v Mmﬁpﬁp—nm‘lﬂhlﬂw PANGARIBUAN
kepads angpots WP Orang Pribadi
Kecuali k dan bongunan.
) A tarant KNI AS MEDAN AREA KASI AKUNTANSI
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PENERIMAAN PAJAK - 200UV

BANK RAKYAT INDONESIA

Koda Cab. - 0338 Koda KPPN D04

Tanggal Jam Bayar - OTM22015 10:37:11  Transaksl Bank : 15120TBATE48

Tanggal Jam Online - OTHM2/2015 10:3T:11  NTPN : 1411100913030808

Tanggal Lapor - OTHM2r2015 Janis Pelayanan : Toller | 0336057

Idantitass - 01.003.148.2-123 002

Mama 1MDGMMEGMIHE

Alamal - :Ju_smmmmmmz TIMBAMNG DELI

Kota : MEDAN

Mata dan - 411124 - 100 PPh Pasal 23

e

Masa Pajak £ 11-11-2015

Jumiah Satoran : Rp. 3,188,975.00 Mata Uang :IDR

Terbilang JIT&SER!«TLBDEI.AFMHI.LH EMNAM RIBU SEMBILAN

RA‘I"I.ISW PULUH LIMA RUPIAH

No Referensi : 0000000000000
Diterima olah ;. BRI
B

07 DEI‘.‘: 2015
el 1HCCI?
P8 AL ¢ MDAR e,
Validas! Bank
1. 148.2.123.0020 BULOG SUB.DIVISI REGIONAL | ME DO20411124 4001111 3186975
?2&??&3?11 DT122ﬂ15DT122015'14111WW1HWTMW
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* SURAT SETORAN PAJAK ' 5
LEBABAR
Palak ke KPP

NPWP . Lela] |u|n-]=|-|1|4-|:|-é| Il_ltlal Iulalzl. I

Dol e e Mowreor Pk Wi Paged oy chireuli!

NAMA WP . PEROM BULOG SUB DIVRE MEDAN
ALAMAT WP . JL.EM.FAJA KM 10,2 MEDAN
NOP :l[llllilflllIJlLlllllIJII
Fillad pemsd! dengen oo Disiet Pefal
ALAMAT OP
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setorsn Uraisn Pemboyaren :
i Anglmtnnhdimudm
lalatalai2le] Lalolol N\ ¥
— - — e — —
I e Pajak Tohun Pajak
T b | ar | Asr | el | Jun | dui | Ags | Sep | Ol | Nev Des
b3 |2]0]|1]5]
Bort bondo slang [x] podo atem bulon, sesvel dengen prmbayores ust.l mens jong beenoes [kl Tahwam perutormayg Pujol

e | | [T | Y A VRIS AA | |

mwww-smmwa

Jumish Pembayaran : Rp 7.450.177 L/ . Lund dergan rupsah pamh
Terbllang: Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu s-ruu- Tujuh Puluh Tujuh Rupiah
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajlb Psjak/Pemyetor
Tanggel 9 MEDAN , Tenggal 4-Due- 2015
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gg&m_ _ + SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA SPT Normal

ANGANRYL | ' pAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DANATAU PASAL 26 SPT Pembetulan Ke
DIREKTORAT Formulir ini digunakan untuk melaporkas Pemotongan Masa Pajak

FEFRNENAL FAsa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/stan Pasal 26 11/ ZIelils)

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PASAK/WAJTB PAJAK

1. NPWP jo0}1 0j0|3 1]4]8 21-11]2]3 ojoj2

2 NamaWP (P|E|R|UIM BjUujL|O|G sjuje DiI]VIRIE MIEIDIAIN
3 Alamat JIL].|S|M].|RIAJJIA KiMj.J1]0 2 MIEIDIAIN
BAGIANB. O K PAJAK

1. PPh Pasal 23 yang telah dipotong

L 411124710
1 Bunga*) 411124702
5. Royali 4112410
5. Hadish dan penghargasa 4111247100
7. Scwa dan Penghasilan lain schubungen dengan penggunasn barts **) | 411124700 2. 263.091 18043301
8 Josa Tekmk, Jasa Manajemen, Jasa Koasultanai dra Jasa Lain Sesuai
PO - 24PN 002008
i Jaza Teluk 411124704 325,000 13,000
b Jas Manapemen 4111247104
¢ Jasa Konsultany kecuali koasahans konstukn 411124004
d Jass Lain L]
1 4111247104
D . b 4111247704
»n - 4111247704
L1 4111247104

JUMLAH _ 202.590.091 18.058.301

Terbilang. Deiapan Belas Juta Lima Puiuh Delapan Ribu Tiga Ratus Setu Rupiah

L. PPh Pasal 26 yang telah dipotoag :

— uy -
- . i v :
¥ '.’X_,. B a7 %o U

’

. T
€.t i T
Dividen

4111 XMiet
Bunga *) 411LXTNed
Roysld 4111277103
Sewa dan Penghanlen lain sehubungan denges pengpunasn harg 411127100
Imbalan schubungan dengan jaia, pekerjasn, dan kegiatan L1Inned
Hadiah dan penghargaan 4111171100

Persiunan dan pembayaran berkala 4111371100
Premi rwap dan wansaksi lindeng nila 411nes
Keuntungan karens pembebasan umng 4111000
Penjualan harts di Indonesis 4111177100
Premi asuransi / reasurans AT
Penghasilan dan penjualan waham A11LIT 100
Penghasilan Kena Pajak BUT setelsh Pajak A111rmes

JUMLAH 0 0
erbilang
FOE P T T———————r ey e e—p— [ T p————r e ———
0 T ek by s s § g e rariee el begernel Lagasis W OF T e il g s e o el e i
GIAN C. LAMPIRAN = -
L. [X] Serst Setoran Pajak scbamyak | 3| lember. [ Serst Knass Kiusos. _
Daflas Bukth Pemotongan PPh Pasal 23 das steu Pasal 26. [[] Legalisasi fomcopy Surst Ketermgzn Dominli yang mash
berlakn, dalem hal PPh Pasal 26 dihileng berdassries tarif

[X] Bekti Pemoctongan PPh Pasal 23

dan stau Pasal 26 scbamysk [ 7] lembar. Perjanyian Peaghindaran Pajak Berganda (P3B).
GIAN D, PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN ~
—_— mmmIﬂHﬂm-d“ﬂ_ﬁ__

WAJB PAJAK Langrung dari WP

PEMOTONG PAJALTIMPINAN
2 Melalm Pos

(el [olAl TP[AIN[GIAlR[i s[o[A[N[ T T T TT] S o e
215] GIelz) [1ile] GI-TTz17] non T
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